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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIN.]AI

NOMOR : 1441/37 /06/DpM.PTsp/rv /2o1r
TENTANG

IZiN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARA-AN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINi. TK IDHATA ANUGRAH MAGALA'

DESA BONTO SALAMA
KECAMATAN S]NJAI BARAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAIIUPATEN SINJAI,

Menimbang i a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) clalam
memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat periu
diterbi&an izin Operasionai penyelenggaraan pe;didikan Anal<
Usia Dini f 

pAUDJ;

b. bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Seksi penclidikan
Anak Usia Dini (pAUDJ Dinas pendidikan pemuda dan Oiahraga
Kabupaten Sinjai Nomor : q21 /Oa.2Sa3/Dp menerangkan
bahwa Saruan pendidjkan Anak Usia Dini (pAUDl 1.an.ran
Kanal<-Kanak {TKJ Saru Atap SDN No. 1 l9 Magala, Desa Bonto
Salama Kecamatan Sinjai Barat, telah beroperasi dan maslh
aktif sejak Tahun 20lO sampai sekarang, dan berciasarkan
Berita Acara Persetujuan pengalihan pendjri Satuan J,AUD.
maka perlu djterbitkan izin baru;

c. bahwa penerbitan Izin pendirian dan operasional
Penyelenggaraar.r pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
sebagaimana dimaksud hurul a dan huruf b, dipanciang perlu
ditetapkan dengan Ileputusan Kepala Dinas penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sin.jaj rentang
lzin Pendirian dan Operasional penyelenggaraar.r pendidikan
Anak Usia Dini {PAUD) "TK IDHATA ANUCRAH MAGALA,, Desa
Bonto Salama, Kecamatan Sinjaj Barat;

i 1. Undang Undarg Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor l B22);

2. Undang Undang Nomor 2O Tahur.r 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesja
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301)j
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2b0B tentang Keterbukaan
Informasi Publik {t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahurr
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20Og tentang pelayanan
Publik {Lembaran Negara Republik Indonesia iahun 2009
Nomor 112, Tanbaian Lembaran Negara Republik Indonesra
Nomor 50381;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan 

-Perundang-undangan 
(lembaran N"egara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor g2, Tambahan f_.rit "."" w"n.io
Repu blik lndoresra l\omor )234);
Undang-Undeing Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesrl Tahun 20i+
Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Repubiik tnaonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa t^li cti,.,Uat, t..atn.dengan Undang-Undang Nomor 9 lahun 2015 tentanS
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor l3 TahLln 20t4tentang Pemedntahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor Sg, Tambahan t"ib"..n W.g.r.
Republik Indonesi Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasl
Pemerintahan (1-embaran Negara Republik lnd"onesia Tahurr2014 Nornor 292, Tambahan I_emtaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5601);

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan
Atas _Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O:O2 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik lnclonesia
Tahun 20I 4 Nomor 297, Tambahan Gmbaran llegara nepuUiit<
Indonesia Nomor 5606);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20 1O tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor l7 Tahun 2010tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
il-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5l 57);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentani
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuti2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53571;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20l5 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun
2005 tentang Standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara
Republrk lndonesia Tahun 20lO Nomor lt2, Tambahan
Lembarar Negam Republik ]ndonesia Nomor 567OJ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Pcdoman PenJ elenggaraan Pelalanalt Terpadu Saru pinr,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O0B tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Keria Unit peiavanaal perizinan
Terpadu di Daerah;

L2.

13



Memperhatikan

14. Peraturar Menteri pendidikan dan Kebuclayaan Nomor g4
Tahun 2O14 tentalg pendirian Satuan pendidikan Anak UsiaDini {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 12791;

I5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang
Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 5 Nomor 2036);

16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan pendidil<an (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 7.1);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 20l6 tentang pembentukarl
dan S-usunan Perangkat Daerah Kabupaten Si-niai (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor'5. iambahan
l,embaral Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kelvenangan pengeloiaan dan penandatanganan
Perizinan dan Non perizjnan pada Dinas penanaman llodit aan
Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2OIZ Nomo; 271)

19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 2g Tahun 2Ol7 tentang
Pedomari Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu pjntu Di
Kabupaten Sinjai {Berita Daerah Kabupaten Sin,1ai Tahun 2017
Nomor 28);

L Surat Permohonan Kepala TK Idhata Anugrah Magala, Desa
Bonto Salama, Nomor : o7/TK,ID.MG/ SB/2012 tanggal 18
Aprrl 2077 tentang permohonan penerbitan lzin Operasionai
Penyelenggaraan .,TK ldhata Anugrah Magala,, Desa Bonto
Salama, Kecamatan Sinjai Barat;

2. Berita Acara Persetujuan pengalihan pendiri Satuan PAUD
antara Kepala Sekolah TK Satu Atap SDN No. 119 Magala
dengan Ketua Dharma Wanita Unit Dinas pendidikan
Kabupaten Sinjai, Nomor : O32.yp/OO7 /IK.IDHATA ANUctdAH
MAGAI,A/DP/2017, tanggal 16 Februari 2017;

3. Permohonan Penerbitan Izin perubahan pendirian dan Nama
Satuan PAUD dari TK Satu Atap SDN No. 119 Magala menjadi
TK IDHATA ANUGRAH MAGALA Nomor ..

o32.y p / oo7 / IK.IDHATA ANUGRAH M AG ALA / Dp / 20 1 7 ;,1. Rekomendasi Teknis Dinas pendidikan Kabupaten Sinjar,
Nomor : TTl085/DP, tanggal 19 April 2017, perihal
Rekomendasi untuk mendapatlan perpanjangan Izin
Operasional Penyelenggar.aar yalg baru;
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Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

Memberikar-r lzin Pendirian dan Operasional penyelenggaraan

Pendidikar Anak Usia Dlni (PAUD), kepada :

Nama Lembaga i TK IDHATA ANUGRAH MAGALA

Penanggung Jalvab

: Jalan Poros Magala,
Desa Bonto Salarna
Kecamatan Sinjai Barat

: Ny. MASDAfiIAR AKBAR, S.Sos

lzin Pendirian dan Operasional penlelenggaraan pendjdikan Anak
Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIK'|UM KESATU,
berlaku sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 20 Aprit 2021; a-
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional pen,velenggaraall
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tigal bulan sebelum
berakhimya masa berlaku izin;

Keputusan Kepaia Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinla,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di
pada tanggal

a.n BUPATI SINJAI

] SINJAI

: 1O Juni 201 7

_,,7.'- =IGERALA DINAS,

SYAMS M.St
i Pembina Utama Muda

Tlqb]]€gl!
r. BLLpad Sinje di Shlai (Sebaga tapordli
2. (epaia Dinas Pendidikd di Sinjai:
3. ClDat Sinidi Bdat;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikar Kecdard Sinjal Btuari


